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BUPATI MADIUN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MADIUN 

NOMOR 36 TAHUN 2021 

TENTANG  

SEBARAN LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MADIUN, 
 

 
Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) 

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Sebaran Luas Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 33 ayat (3) Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah 

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104); 
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4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 425, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

 5. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2011  

Nomor  82,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 22,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 

 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5360);  

 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 425, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 
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 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang 

Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4624); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5185); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 

 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 

07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis 

Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan 

Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205); 

 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis 

Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1043);  

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 
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 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi  

Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur  Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); 

 17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Madiun Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupatan 

Madiun Tahun 2011 Nomor 4 Seri E); 

 18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten 

Madiun Tahun 2014 Nomor 1 Seri E); 

 19 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah 

Kabupaten Madiun Tahun 2020 Nomor 3); 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SEBARAN LUAS LAHAN 

PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun. 

3. Bupati adalah Bupati Madiun. 

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pertanian. 

5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di 

Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun. 
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6. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2B 

adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan 

dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi 

kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. 

 

  BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman 

pelaksanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan 

kepastian hukum mengenai sebaran luas Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. 

BAB III 

URAIAN SEBARAN LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN  

Pasal 3 

(1) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan 21.587,4 (dua 

puluh satu ribu lima ratus delapan puluh tujuh koma empat) hektar. 

(2) Sebaran luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN LAIN 

Pasal 4 

(1) Evaluasi dan/atau keberatan terhadap luas dan sebaran luas Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan disampaikan secara tertulis kepada 

Bupati melalui Tim Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 
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(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan 

Bupati yang keanggotaannya paling sedikit dari unsur: 

a. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang 

pertanian; 

b. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang 

perencanaan; 

c. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang 

penataan ruang; dan 

d. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang 

pertanahan. 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun. 

 

 Ditetapkan di Caruban 

pada tanggal 19 Agustus 2021 

BUPATI MADIUN, 

 ttd. 
 

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO 
 

Diundangkan di Caruban 

pada tanggal 19 Agustus 2021 

SEKRETARIS DAERAH, 

            ttd.       

TONTRO PAHLAWANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2021 NOMOR 36 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

            ttd. 

ALIF MARGIANTO 
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